Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Perkawinan antar agama dalam pandangan katolik
Herman Y oseph, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail 71d=20322357& lokasi=lokal

Perkawinan antar mereka yang berbeda agama, tidak diatur dalam UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.
Pasal 57 UU No. 1/1974 itu hanya mengatur mengenai perkawinan campur yang didasarkan pada perbedaan
kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Di masyarakat Indonesiayang
majemuk perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama sering tak terhindarkan, meskipun dalam
praktik sering ada banyak kesulitan dan hambatan. Kesulitan yang sama dialami oleh mereka yang
menganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui resmi oleh pemerintah sampai sekarang tidak ada
peraturan perundang-undangan yang menghormati dan melindungi kepetingan dan hak-hak mereka karena
Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/ 1974 menetapkan bahwa perkawinan hanyal ah sah bila dilakukan menurut agama
dan kepercayaannya itu. Maka praktis, segolongan warga negara yang agama atau kepercayaannya tidak
diakui secararesmi oleh pemerintah, menjadi seperti dianak-tirikan dalam pelayanan publik pemerintah
sehingga mereka sulit memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Untunglah, ketentuan
peralihan, Pasal 66 UU No. 1/1974, masih memberi celah untuk masih dapat menggunakan 'Peraturan
Perkawinan Campur' S 1898 No/158 dan 'Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia Jawa, Minahasa dan
Ambon' S 1933 No.74, serta Pasal 83 dan Pasal 84 B.W. (KUH Perdata). Ketiga peraturan perundang-
undangan itu meskipun tidak tuntas menyelesaikan persoalan perkawinan antar mereka yang berbeda agama
setidak-tidaknya memberi jalan keluar minus malum (maksudnya kalau tidak ada rotan, akarpun jadilah).
Hukum agama-agama yang ada di Indonesia sangat berbeda satu dari yang lain, masing-masing mandiri dan
tidak saling berkaitan karenanya juga tidak dapat saling di damaikan. Bagi agama-agama, kawin campur
agama selamanya dilarang dan menjadi halangan perkawinan; itu artinyatidak dapat diharapkan suatu
pemecahan masalah perkawinan campur agamadari hukum agama-agama itu sendiri. Satu-satunya cara bagi
bangsa Indonesia untuk dapat memecahkan soal Perkawinan Antar Mereka Y ang Berbeda Agama adalah
mengamandemen UU No.1/1974, aternatif lain satu-satunya adalah membuat undang-undang baru
mengenai perkawinan yang memungkinkan orang-orang berbeda agama atau orang-orang yang agama dan
atau kepercayaannyatidak diakui resmi oleh pemerintah bisa memperoleh hak-hak mereka. Undang-undang
baru mengenai perkawinan itu harus mencerminkan semangat dan jiwa ayat (1) Pasal 27 UUD Negara
Republik Indonesia 1945.
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